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ABSTRAK 

Persyaratan IPO yang rumit dan membutuhkan banyak biaya menjadi kendala yang 

dialami oleh perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di bursa. Backdoor listing 

merupakan alternatif yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencatatkan sahamnya 

di bursa saham tanpa melalui proses IPO. Perusahaan yang melakukan Backdoor 

listing belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait 

yang dapat memunculkan potensi risiko dan tantangan bagi pasar modal. Merujuk 

pada pasal 70 ayat (1) UU No.8/1995 yang menjelaskan bahwa yang dapat melakukan 

penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran 

kepada OJK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif.  Sedangkan Perusahaan 

yang melakukan Backdoor listing tidak mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. 

Proses Backdoor listing tidak memiliki payung hukum yang jelas, sehingga tidak ada 

acuan standar untuk prosedur yang dilakukan, sedangkan pada IPO konvensional 

memiliki dasar hukum yang pasti dan diawasi secara ketat oleh OJK. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran OJK dalam mengatur pelaksanaan 

Backdoor listing di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan OJK untuk membuat 

peraturan khusus mengenai pelaksanaan Backdoor listing mengingat OJK sebagai 

lembaga pengawas pasar modal dan mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi 

yang berkaitan dengan kegiatan di pasar modal.  
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ABSTRACT 

The complicated and costly IPO requirements are an obstacle experienced by 

companies that want to list their shares on the stock exchange. Backdoor listing is 

an alternative that can be done by companies to list their shares on the stock 

exchange without going through the IPO process. Companies that do Backdoor 

listing have not fully complied with the provisions of the relevant laws and 

regulations which can lead to potential risks and challenges for the capital market. 

Referring to article 70 paragraph (1) of Law No.8/1995 which explains that only 

issuers who can conduct public offerings are issuers who have submitted a 

registration statement to the OJK and the registration statement has been effective.  

Meanwhile, companies that do Backdoor listing do not get an effective statement 

from OJK. The Backdoor listing process does not have a clear legal umbrella, so 

there is no standard reference for the procedures carried out, while the conventional 

IPO has a definite legal basis and is closely monitored by the OJK. This study aims 

to determine and explain the role of the OJK in regulating the implementation of 

Backdoor listing in Indonesia. Therefore, it is expected that OJK will make special 

regulations regarding the implementation of Backdoor listing considering that OJK 

is a capital market supervisory institution and has the authority to make regulations 

relating to activities in the capital market. 

Keywords: Financial Services Authority, Backdoorlisting, Capital markets 


